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Abstrak

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kerinci, maka perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kerinci;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor
342/HK.03.1/1501/2021 diatur tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kerinci; Susunan Keanggotaan Satgas UPG KPU Kabupaten Kerinci terdiri atas
Pengarah Satgas UPG KPU Kabupaten Kerinci yaitu: Ketua KPU Kabupaten Kerinci,
Anggota KPU Kabupaten Kerinci. Ketua Satgas UPG KPU Kabupaten Kerinci adalah
Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci. Sekretaris Satgas UPG KPU Kabupaten Kerinci adalah
Subkoordinator Hukum KPU Kabupaten Kerinci. Anggota Satgas UPG KPU Kabupaten
Kerinci adalah Kasubbag di lingkungan KPU Kabupaten Kerinci; Tugas, Wewenang dan
Fungsi serta Kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku tanggal 25 Oktober 2021



